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BAB I                 PENDAHULUAN 
 

 

I.1 LATAR BELAKANG 

 

etiap instansi Pemerinta h mempunyai kewajiban menyusun L aporan  

Kinerja  pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam 

Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  dan PermenPANRB No. 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi .  Laporan Kinerja 

tersebut merupakan laporan  kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban 

kinerja suatu instansi dalam  mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. 

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Deputi Bidang 

Penelitian dan Kerjasama Standardisasi , sebagai salah satu unit kerja di 

lingkungan Badan Standardisasi Nasional ( BSN) yang disusun secara berjenjang  

sesuai Peraturan Kepala BSN No . 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi 

Nasional .  

Kinerja Deputi Bidang Penelit ian dan Kerjasama Standardisasi  memberikan 

kontribusi pada kinerja BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputi 

Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi merupakan bahan masukan 

dalam penyusunan Laporan Kinerja BSN tahun 201 7. 

 

 

 

 

S 
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I.2  MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja  Deputi PKS adalah sebagai  bentuk 

pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan  serta 

akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi BSN, dengan tujuan 

sebagai berikut :  

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yan g telah dan seharusnya dicapai;  

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya.  

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan 

beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan 

dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.  

I.3  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 

965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 

Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 

965/BSN/HL.35/05/20 01 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Deputi 

Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi  adalah melaksanakan 

perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan 

pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi.  

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja  Deputi Bidang Penelitian 

dan K erjasama Standardisasi   menyelenggarakan fungsi:  

a.  perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, 

perumusan dan penetapan standar nasional serta kerjasama di bidang 

standardisasi;  

b.  penyusunan rencana dan program nasional di bidang penelitian, 

pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan standar 

nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;  



2017| Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi 3 

 

c.  pembinaan, peng oordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian 

kegiatan di bidang penelitian, pengkajian, dan kerjasama di bidang 

standardisasi, serta pengembangan, perumusan dan penetapan Standar 

Nasional Indonesia (SNI);  

d.  pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri dan luar 

negeri di bidang standardisasi dengan badan -badan nasional dan 

internasional sesuai dengan peraturan per undang -undangan yang 

berlaku . 

 

Struktur Deputi PKS dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

 

 
 

Gambar I.1 

Struktur Organisasi  Deputi PKS    
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Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Deputi PKS  mempunyai tata kerja 

yang  didukung oleh : 

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi,  dengan tugas 

melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi 

program dan penyusunan rencana di bidang penelitian dan 

pengembangan standardisasi dalam aspek perumusan standar, 

penerapan standar, akreditasi, inform asi dan pemasyarakatan 

standardisasi serta kerjasama standardisasi, dan kegiatan lain yang terkait.  

2. Pusat Perumusan Standar, dengan tugas  melaksanakan penyiapan 

rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan 

rencana di bidang pengembangan  sistem perumusan,  perumusan dan 

evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang 

Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan 

pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, 

regional maupun i nternational.  

3. Pusat Kerjasama Standardisasi , dengan tugas melaksanakan penyiapan 

rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan 

rencana di bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, 

kelembagaan standardisasi dalam negeri maupun lu ar negeri serta 

kegiatan lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.  

 

I.4  SUMBER DAYA MANUSIA 

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisas i, sampai dengan 31 

Desember 201 7 Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi  memiliki 

persone l berstatus Aparatur Sipil Negara ( ASN) sebanyak 90 (Sembilan puluh)  

orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:   
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Tabel I.1  

Personel  ASN Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi  

No  Deputi PPS PKS Puslitbang Total 

1 Jenis Kelamin 

Laki-Laki 1 24 11 16 52 

Perempuan - 20 10 8 38 

Jumlah 1 44 21 24 90 

2 Pendidikan 

SLTA - - - - - 

D3 - 1 2 - 3 

S1 - 36 13 15 64 

S2 1 7 6 9 23 

S3 - - - - - 

Jumlah 1 44 21 24 90 

 

 

Gambar I.2  

Grafik Personel ASN Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi  
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I.5  PERAN STRATEGIS  

Dengan ditetapkan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan 

kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.  

Deputi PKS mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan 

fungsi BSN, yaitu Pengembangan Standardisasi Nasional.  Untuk itu sesuai dengan 

tugas dan fungsinya Deputi PKS  telah mengidentifikasi potensi, permasalahan 

yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung 

pelaksanaan fungsi BSN . 

 

Tabel I.2 

Potensi dan Permasalahan  Deputi PKS dalam Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan Standar  

NO POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 

1 Hasil penelitian 

dapat digunakan 

untuk mendukung 

pengembangan SNI  

Hasil penelitian belum 

sepenuhnya mendukung 

pengembangan SNI  

Penelitian diarahkan untuk 

mendukung pengembangan SNI  

2 Hasil penelitian 

dapat digunakan 

untuk mendukung 

Penilaian Kesesuian  

Hasil penelitian belum 

sepenuhnya mendukung 

Penilaian Kesesuaian  

Penelitian diarahkan untuk 

mendukung Penilaian Kesesuaian 

sehingga penerapan SNI berbasis 

skema sertifikasi/inspeksi/pengujian 

dapat diterapkan  

3 Hasil penelitian 

dapat digunakan 

untuk mendukung 

pengembangan 

Standar Nasional 

Satuan ukuran 

(SNSU) 

Masih sedikitnya h asil penelitian 

belum sepenuhnya mendukung 

pengembangan Standar 

Nasional Satuan ukuran (SNSU)  

Meningkatan p enelitian yang  

mendukung engembangan 

Standar Nasional Satuan ukuran 

(SNSU) 

4 Hasil penelitian 

dapat digunakan 

untuk mendukung 

kepentingan 

Indonesia dalam 

forum TBT WTO 

Kurangnya bukti -bukti ilmiah  

dari hasil penelitian untuk 

mendukung kepentingan 

Indonesia dalam forum TBT WTO  

Meningkatkan p enelitian yang 

berkualitas dengan bukti bukti 

ilmiah untuk  mendukung 

kepentingan Indonesia dalam 

forum TBT WTO 
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Tabel I.3 

Potensi dan Permasalahan  Deputi PKS dalam Kegiatan Perumusan 

Standar  

NO POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 

1 SNI yang ditetapkan 

memenuhi 

ketentuan PERKA 

BSN terkait 

Pengembangan SNI  

Adanya sejumlah SNI yang 

ditetapkan belum memenuhi 

ketentuan PERKA BSN terkait 

Pengembangan SNI  

SNI yang ditetapkan didorong 

untuk memenuhi ketentuan PERKA 

BSN terkait Pengembangan SNI  

2 SNI dapat 

mendukung produk 

unggulan Nasion al 

untuk meningkatkan 

daya saingnya  

SNI yang ditetapkan belum 

mendukung produk unggulan 

untuk meningkatkan daya 

saingnya  

Pengembangan SNI diarahkan 

untuk mendukung produk 

unggulan Nasional  

3 SNI dapat menjamin 

mutu produk yang 

beredar dipasar 

retail  

Produk retail yang beredar 

dipasar belum banyak yang ber 

SNI 

Pengembangan SNI untuk 

memfasilitasi kebutuhan produk 

yang beredar dipasar retail  

4 SNI dibutuhkan 

sebagai referensi 

oleh 

industri/organisasi  

Beberapa SNI yang ditetapkan 

belum diterapkan oleh 

industri/organisasi  

Pengembangan SNI untuk 

memfasilitasi kebutuhan 

industri/organisasi  

 

Tabel I.3 

Potensi dan Permasalahan  Deputi PKS dalam Kegiatan Kerjasama 

Standardisasi  

NO POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 

1 Kerjasama dibidang 

Standardisasi 

mendukung 

Pengembangan SNI  

Kualitas Kerjasama dibidang 

Standardisasi belum 

sepenuhnya mendukung 

Pengembangan SNI  

Mengembangkan jejaring 

kerjasama ( networking ) dengan 

K/L dan para pemangku 

kepentingan terkait  baik didalam 

negeri maupun luar negeri untuk 

mendukung pengembangan SNI  

2 Posisi Indonesia  

untuk bidang 

standardisasi dan 

penilaian 

kesesuaian diterima 

dalam forum TBT 

WTO 

Kurang  optimalnya 

penanganan notifikasi dan 

enquiry dalam 

memperjuangkan kepentingan 

Indonesia  

Peningkatan penanganan 

notifikasi dan enquiry dalam forum 

TBT WTO 
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BAB II               PERENCANAAN KINERJA 
 

 

II.1   PERENCANAAN STRATEGIS 

II.1.1 Visi dan Misi  

umusan visi dan misi Deputi PKS sesuai Renstra Deputi PKS  Tahun 2015-

2019 adalah sebagai berikut .  

                     VISI  

òTerwujudnya SNI yang Berkualitas dan Bermanfaat  

Bagi Pemangku Kepentinganó 

 

 MISI  

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Deputi Bidang Penelitian 

dan Kerjasama Standardisasi adalah memberikan kontribusi nyata dalam 

melaksanakan kegiatan pengembangan standar yang didukung oleh penelitian 

dan kerjasama untuk mendukung terwujudnya tujuan standardisasi di Indonesia, 

yaitu:  

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan 

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan  

2. Melaksanakan penelitian standardisasi sesuai dengan kebijakan 

pengembangan dan penerapan SNI dan penilaian kesesuaian  

3. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di 

bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian  

II.1.2 Tujuan dan Sasaran  

Tujuan  merupakan  sesuatu yang  akan  dicapai  atau  dihasilkan  dalam 

jangka waktu satu sampai dengan  lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan 

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu -isu dan 

R 
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analisis strategis, serta  mengarahkan  perumusan  sasaran,  kebijakan,  program,  

dan  kegiatan  dalam rangka  merealisasi  misi.  Tujuan  ya ng  dirumuskan  

berfungsi  juga  untuk mengukur sejauh  mana  visi  dan  misi  Deputi PKS   telah  

dicapai  mengingat  tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.  

Rumusan tuju an Deputi PKS  adalah sebag a i berikut :  

TUJUAN  
1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan 

bermanfaat bagi pemangku kepentingan  

2. Mewujudkan kerjasama internasional bidang standar, regulasi teknis dan 

prosedur penilaian kesesuaian dalam rangka memfasilitasi kepentingan 

Indonesia di forum perdagangan gl obal  

3. Memastikan terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO  

4. Meningkatkan kajian/penelitian di bidang standardisasi  

 

                                                                                                                                 

Deputi PKS dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di  

lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas  dan kinerja 

pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Deputi PKS harus dapat 

dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, 

ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome . 

Pada tahun 2017, sasaran Deputi PKS telah dilakukan penyempurnaan dalam 

rangka perbaikan berkelanjutan .  

 

 

SASARAN  

Sasaran sesuai Renstra Deputi PKS Tahun 2015-2019 : 

 

No Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Utama  
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1 Tersedianya Standar Nasional  

Indonesia (SNI) yangberkualitas  

dan bermanfaat bagi pemangku  

kepentingan  

Jumlah Rancangan Akhir SNI 

(RASNI)yang siap ditetapkan 

sesuai dengan kebutuhan 

pemangku kepentingan  

2 Mewujudkan kerjasama  

internasional bidang standar,  

regulasi teknis dan prosedur  

penilaian kesesu aian dalam  

rangka memfasilitasi kepentingan  

Indonesia di forum perdagangan  

global  

Persentase rekomendasi hasil  

kerjasama yang mendukung  

pengembangan SNI . 

Jumlah kesepakatan kerjasama  

bidang standar, regulasi teknis 

dan prosedur penilaian 

kesesuaian di tingkat nasional, 

bilateral, regional dan  

internasional untuk mendukung  

kepentingan Indonesia di forum  

perdagangan global  

3 Memastikan terakomodasinya  

kepentingan Indonesia di forum  

TBT WTO 

Persentasi posisi kebijakan 

Indonesia yang terakomodasi 

dalam for um TBT WTO 

4 Meningkatnya kajian/penelitian di  

bidang standardisasi  

Persentase hasil kajian/penelitian  

yang mendukung 

pengembangan SNI, penilaian 

kesesuaian dan Standar Nasional 

Satuan Ukuran (SNSU) 

 

 

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Deputi PKS 

berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 201 7 adalah sebagai berikut:  

1. Terwujudnya daya saing produk berstandar  

2. Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan  

3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI  

4. Meningkatnya kualitas penelitian bidang SPK  

5. Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK  

6. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, 

tata kelola dan organisasi Deputi PKS yang profesional  

II.2  PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian  kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja 

antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu 

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi . Perjanjian  kinerja 
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dimanfaatkan oleh pimpinan inst ansi pemerintah untuk menilai keberhasilan 

organisasi pada akhir tahun.  

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pen gukuran 

kinerja, pada tahun 2017  telah dilakukan penyempurnaan  Indikator Kinerja 

Sasaran Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi   sehingga 

indikator kinerja Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama 

Standardisasi  Tahun 2017 juga mengalami perubahan . Berikut adalah Perjanjian  

Kinerja Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi tahun 2017 

berdas arkan sasaran , indikator kinerja dan target.   

 

Tabel  II.1 

Perjanjian  Kinerja Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi 

Tahun 201 7 

 

Sasaran  Indikator Kinerja  Target   

Stakeholder Process Perspective s 

1. Terwujudnya daya saing 

produk berstandar  

Persentase pertumbuhan produk 

ekspor unggulan nasional yang telah 

didukung SNI  

5% 

Persentase pertumbuhan produk ber -

SNI di pasar retail dalam negeri.  
5% 

Customer Process Perspective s  

2. Meningkatnya penerapan 

SNI oleh pemangku 

kepentingan  

Persentase  pertumbuhan SNI Produk 

Unggulan Nasional  

10% 

Persentase  pertumbuhan SNI Produk 

yang beredar di pasar retail  

10% 

Persentase pertumbuhan jumlah SNI 

yang siap diterap kan oleh 

industri /organisasi  

5% 

 

  

 

Sasaran  Indikator Kinerja  Target   

Internal Process  Perspectives  

Persentase SNI yang ditetapkan 

berdasarkan kebutuhan regulasi, 

100% 
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Sasaran  Indikator Kinerja  Target   

3. Meningkatnya kapasitas 

dan kualitas 

pengembangan SNI  

ekspor produk unggunal nasional, 

produk retail dalam negeri.  

Jumlah SNI yang ditetapkan  500 

4. Meningkatnya kualitas 

penelitian bidang SPK  

Persentase hasil penelitian yang 

mendukung pengembangan SNI  
75% 

Jumlah kajian/penelitian yang 

mendukung penilaian kesesuaian  
4 

Jumlah kajian/penelitian yang 

mendukung pengembangan Standar 

Nasional Satuan Ukuran (SNSU)  

2 

Jumlah hasil penelitian yang 

mendukung kepentingan Indonesia 

di forum TBT WTO 

4 

5. Meningkatnya kualitas 

kerjasama bidang SPK  

Persentase rekomendasi hasil 

kerjasama standardisasi yang 

mendukung pengembangan SNI  

75% 

Persentase penanganan permintaan 

notifikasi dan inquiry dalam rangka 

memenuhi perjanjian TBT WTO  

100% 

Learning and Growth Perspectives  

6. Meningkatnya kinerja 

sistem pengelolaan 

anggaran, sumber daya 

manusia, tata kelola dan 

organisasi Deputi PKS 

yang profesional  

Persentase Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Deputi PKS yang meningkat 

kompetensinya  

100% 

Realisasi anggaran Deputi PKS  >95% 

Persentase implementasi RB BSN 

sesuai dengan tugas dan fungsi 

lingkup Deputi PKS  

75% 

 

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi PKS pada tahun 

2017 menetapkan  sebanyak  enam  (6) sasaran dimana setiap sasaran memiliki 

indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan 

pada setiap pelaksanaan  kegiatannya .  

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Deputi PKS  

melaksanakan 3 (tiga)  kegiatan dalam 1 (satu)  program. Adapun keseluruhan 

program dan kegiatan  tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah 

sebagai berikut:      

 

A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional (084.01.06)  melalui : 
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1. Kegiatan:   Kegiatan   Penelitian  dan Pengembangan Standardisasi 

(3559): dengan ou tput Penelitian dan Pengembangan (3551.001)  

2. Kegiatan ; Kegiatan Kerjasama Standardisasi  (3557) ; dengan Output 

Kerjasama Standardisasi (3557.001) dan Layanan Nomor Identifikasi 

Penerbit Kartu (3557.002).  

3. Kegiatan ; Perumusan SNI (3560.001 ) dengan Output 500 SNI 
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BAB III              AKUNTABILITAS KINERJA 
 

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.  

Deputi PKS berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui 

penyajian Laporan Kinerja . Laporan Kinerja  tersebut menggambarkan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan 

sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapk an. Untuk mendukung 

pencapaian kinerja nya,  Deputi PKS telah melaksanakan beberapa aktivitas 

kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.  Pelaksanaan 

aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Deputi 

PKS Tahun 2017. 

III.1   CAPAIAN KINERJA 

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan  

dan sasaran  organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Deputi PKS, maka  telah ditetapkan 

sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui 

pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah 

disampaikan pada Bab II. Pencapaian masin g-masing sasaran dan target yang 

terkait Deputi PKS yang direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan Pe rjanjian 

Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut . 

A 
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Tabel III.1 

Pencapaian Kinerja  Deputi PKS Tahun 2017 

Sasaran  Indikator Kinerja  Target   Realiasi  
Capaia

n % 

Terwujudnya daya 

saing produk 

berstandar  

Persentase pertumbuhan 

produk ekspor unggulan 

nasional yang telah didukung 

SNI 

5% 2% 40% 

Persentase pertumbuhan 

produk ber -SNI di pasar retail 

dalam negeri.  

5% baseline   

Meningkatnya 

penerapan SNI oleh  

pemangku 

kepentingan  

Persentase  pertumbuhan SNI 

Produk Unggulan Nasional  

10% 76 SNI* 

 

N/A  

Persentase  pertumbuhan SNI 

Produk yang beredar di pasar 

retail  

10% 114 SNI* N/A  

Persentase pertumbuhan 

jumlah SNI yang siap 

diterapkan oleh 

industry /organisasi  

5% 349 SNI* N/A  

Meningkatnya 

kapasitas dan 

kualitas 

pengembangan SNI  

Persentase SNI yang 

ditetapkan berdasarkan 

kebutuhan regulasi, ekspor 

produk unggunal nasional, 

produk retail dalam negeri.  

100% 107.8% 107.8% 

Jumlah SNI yang ditetapkan  500 539 107.8% 

Meningkatnya 

kualitas penelitian 

bidang SPK  

Persentase hasil penelitian 

yang mendukung 

pengembangan SNI  

75 75% 100% 

Jumlah kajian/penelitian yang 

mendukung penilaian 

kesesuaian  

4 4 100% 

Jumlah kajian/penelitian yang 

mendukung pengembangan 

Standar Nasional Satuan 

Ukuran (SNSU) 

2 2 100% 

Jumlah hasil penelitian yang 

mendukung kepentingan 

Indonesia di forum TBT WTO  

4 4 100% 

Meningkatnya 

kualitas kerjasama 

bidang SPK  

Persentase rekomendasi hasil 

kerjasama standardisasi yang 

mendukung pengembangan 

SNI 

75 75 100% 

Persentase penanganan 

permintaan notifikasi dan 
100 100 100% 
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Sasaran  Indikator Kinerja  Target   Realiasi  
Capaia

n % 

inquiry dalam rangka 

memenuhi perjanjian TBT WTO  

Meningkatnya kinerja 

sistem pengelolaan 

anggaran, sumber 

daya manusia, tata 

kelola dan organisasi 

Deputi PKS yang 

profesional  

Persentase Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Deputi PKS yang 

meningkat kompetensinya  

100 100 100% 

Realisasi anggaran Deputi PKS  >95 97 % 100% 

Persentase implementasi RB 

BSN sesuai dengan tugas dan 

fungsi lingkup Deputi PKS  

75 75 100% 

 

Berdasarkan tabel di  atas, berikut diuraikan  c apaian kinerja Deputi PKS 

untuk masing -masing sasaran yang telah ditetapkan  dalam Perjanjian Kine rja . 

Pencapaian sasaran ters ebut dijelaskan sebagai berikut.   

SASARAN 

1 
Terwujudnya daya saing produk berstandar  

 

Tabel III. 2 

Capaian Kinerja Sasaran I 

Indikator Kinerja  

Capaian 2017  
Realisasi 

2016 

Peningkatan

/ 

(Penurunan) 

dari realisasi 

tahun 

sebelumnya  

Target   Realiasi  
Capaia

n % 

1. Persentase pertumbuhan 

produk ekspor unggulan 

nasional yang telah didukung 

SNI 

5% 2% 40% 11% Realisasi 2017 

menurun  

daripada 

realisasi 2017 

2. Persentase pertumbuhan 

produk ber -SNI di pasar retail 

dalam negeri.  

5% Baseline  - 5% Baru 

dilakukan di 

tahun 2017  

 

 

Indikator kinerja untuk mengukur Terwujudnya daya saing produk 

berstandar terdiri dari 2 (dua ) indikator kinerja  yaitu Persentase pertumbuhan 

produk ekspor unggulan nasional yang telah didukung SNI dan Persentase 

pertumbuhan produk ber -SNI di pasar retail dalam negeri yaitu:  
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1. Indikator Kinerja ; Persentase pertumbuhan produk ekspor unggulan nasional 

yang telah didukung SNI  

Presentase eskpor Produk Unggulan Nasional ( PUN) ber SNI dihitung dari 

nilai ekspor dan kuantiti ekspor tahun 2015 -2016. Pertumbuhan nilai ekspor sebesar 

2% tidak memenuhi target tahun 2017 sebesar 5%, namun pertumbuhan kuantiti 

ekspor tumbuh 14%.  

 

Tabel III. 3 

Volume dan Nilai  ekspor P roduk Unggulan Nasional  

 

Nama Produk 
Export (value) 

2015 
Export (value) 

2016 
Export (quantity) 

2015 
Export (quantity) 

2016 

Kopi 333,459.00 405,328.00 100,991,830.00 136,197,103.00 

Udang - -   

Kakao 124,283.00 163,906.00 58,941.00 74,415.00 

Karet dan Produk Karet 2,627,789.00 2,871,517.00 824,883,245.00 941,450,446.00 

Tekstil dan Produk Tekstil 548,847.00 559,510.00 39,131.00 38,112.00 

Alas Kaki 2,303,478.00 2,260,270.00 119,371,000.00 118,129,000.00 

Elektronik 637,866.00 613,548.00 98,745,833.00 101,464,620.00 

Furnitur 5,644,682.00 5,532,433.00 5,398,151.00 5,658,552.00 

Otomotif 355,663.00 382,037.00 41,865,576.00 49,959,041.00 

Total 12,576,067.00 12,788,549.00 1,191,353,707.00 1,352,971,289.00 

Pertumbuhan  2%  14% 

 

Adapun 9 produk unggulan nasional yang diukur yaitu:  

1. Kakao  

2. Kopi  

3. Karet  

4. Udang  

5. Tekstil 

6. Furniture 

7. Alas kaki  

8. Elektronik 

9. otomotif  
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Produk sawit tidak masuk dalam hitungan pertumbuhan ekspor karena 

ada nya faktor k ampanye hitam yang dilakukan EU. Ekspor  produk sawit 

Indonesia 2015 -2016 mengalami penurunan sebesar 6%. Perlu dilakukan upaya 

oleh Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara  EU khususnya terkait 

penerapan SNI dan SVLK.  

 

 

2. Indikator Kinerja ;  Persentase pertumbuhan produk ber -SNI di pasar 

retail dalam negeri.  

 

Persentase pertumbuhan produk ber -SNI di pasar retail dalam negeri, baru 

dilakukan tahun 2017, sehingga data yang didapatkan merupakan baseline.  

Data produk diambil dari beberapa pasar retail yang menjadi lokus penelitian 

yakni Transmart, Hypermart, Alfamart dan Indomaret diperoleh total sejumlah 

1268 produk retail yang beredar pada pasar retail di Indonesia.  Data Ini  tidak 

termasuk produk elektronika.  Produk -produk tersebut pada umumnya adalah 

yang dikonsumsi masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga. Dari total 1268 

produk yang beredar di pasar retail dibagi menjadi 28 kategori produk yaitu air 

mineral, kopi instan, gu la, minyak goreng, tepung bumbu, makanan beku, 

makanan lainnya, aneka jenis saus, mie/pasta, biscuit/wafer/crackers, makanan 

ringan, korek api, baterai, bohlam, popok, kebutuhan bayi, mainan, alat -alat 

listrik, ATK, detergen, pelembut pakaian, sabun cuci p iring, cairan pel, penolak 

nyamuk, keperluan toilet, personal care, perlengkapan kompor dan minuman.  
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Grafik. 3.1  

Potret Produk Bertanda SNI di Pasar Retail  

 

Pada Gambar grafik diatas dapat lihat bahwa jumlah produk yang 

bertanda SNI pada pasar retail di Indonesia hanya mencapai 235 (19%) dari total 

1268 produk, sedangkan jumlah produk yang tidak bertanda SNI pada pasar 

retail mencapai 1033 (81%) dari total produk. Hal ini menunjukkan bahwa produk 

bertanda SNI masih relatif sedikit yang mas uk p ada pasar retail di Indonesia. D ari 

1268 produk retail yang di survey diperoleh bahwa terdapat 1083 (85%) produk 

telah tersedia SNI nya dan 185 produk (16%) produk yang beredar di pasar retail 

belum tersedia SNI nya  

Lebih lanjut lagi jika dikaji, ternyata jumlah SNI yang ada saat ini mencapai 106 

SNI produk . Pada penelitian ini juga dikaji berapa besar SNI produk tersebut yang 

telah diterapkan dan SNI produk yang belum diterapkan dimana diperoleh 

terdapat hanya 20 (18%) SNI produk yang telah diter apkan dan ada 86 (82%) SNI 

produk yang tidak diterapkan  
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SASARAN 

2 

Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku 

kepentingan  

 

Tabel III.  4 

Capaian Kinerja Sasaran II 

Indikator Kinerja  

Capaian 2017  
Realisasi 

2016 

Peningkatan/ 

(Penurunan) dari 

realisasi tahun 

sebelumnya  
Target   Realiasi  

Capaian 

% 

Persentase  pertumbuhan SNI 
Produk Unggulan Nasional  

10% 76  SNI*  

baseline  

N/A    

Persentase  pertumbuhan SNI 
Produk yang beredar di pasar 
retail  

10% 

 

114 

SNI*  

baseline  

N/A    

Persentase pertumbuhan 
jumlah SNI yang siap 
diterapkan oleh 
industry /organisasi  

5% 349 

SNI*  

baseline  

N/A    

 

1. Indikator Kinerja : Persentase  pertumbuhan SNI Produk Unggulan Nasional  

Dari target  pertumbuhan 1 0% yang ditetapkan untuk mendukung produk 

unggulan nasional , untuk  tahun 2017  belum dapat diukur karena belum ada 

baseline data tahun 2016. Namun demikian, untuk tahun 2017 tercapai 76 SNI dari 

target  100 SNI. Penetapan indikator kinerja pertumbuhan SNI produk unggulan 

nasional  mulai  di tetapkan  pa da bulan Februari 2017 . 

2. Indikator Kinerja : Persentase  pertumbuhan SNI Produk yang beredar di pasar 

retail  

Dari ta rget pertumbuhan 10% yang ditetapkan untuk men dukung produk yang 

beredar di pasar retail , untuk  tahun 2017  belum dapat diukur karena belum ada 

baseline data tahun 2016 . Namun demikian, untuk tahun 2017 tercapai 114 SNI 
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dari target 100 SNI . Penetapan indikator kinerja pertumbuhan SNI produk yang 

beredar di pasar retail mulai  di tetapkan  pada bulan Februari 2017 . 

3. Indikator Kinerja : Persentase pertumbuhan jumlah SNI yang siap diterapkan 

oleh industri /organisasi  

Dari ta rget pertumbuhan 5%  yang ditetapkan untuk men dukung jumlah SNI yang 

siap diterapkan oleh industry /organisasi , untuk  tahun 2017  belum dapat diukur 

karena belum ada baseline data tahun 2016 . Namun demikian, untuk tahun 2017 

tercapai 349 SNI dari target 300 SNI . Penetapan indikator kinerja pertumbuhan 

jumlah SNI yang siap diterapkan oleh industry /organisasi  mulai  di tetapkan  pada 

bu lan Februari 2017 . 

. 

SASARAN 

3 

Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan 

SNI 

Tabel III. 5 

Capaian Kinerja Sasaran III 

Indikator Kinerja  

Capaian 2017  
Realisasi 

2016 

Peningkatan/ 

(Penurunan) dari 

realisasi tahun 

sebelumnya  
Target   Realiasi  

Capaian  

% 

Persentase SNI yang 
ditetapkan berdasarkan 
kebutuhan regulasi, ekspor 
produk unggulan  nasional, 
produk retail dalam negeri  

100%  107.8%  107.8%  N/A   

Jumlah SNI yang ditetapkan  500  539  107.8%  490  Terjadi 

peningkata

n 

 

1. Indi kat or Kinerja : Persentase SNI yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan 

regulasi, ekspor produk unggulan nasional, produk retail dalam negeri  

Pemenuhan kinerja ini diperlukan dalam rangka menjamin ketersediaan SNI 

yang mampu mendukung kebutuhan regulasi, ekspor produk unggulan dan 

prod uk  pasar retail dalam negeri.  
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Memperhatikan Sasaran Tahunan, Indikator dan Target yang ditetapkan pada 

tahun 2017, maka dapat diinformasikan dari target 100% yang diusulkan untuk 

ditetapkan dalam memenuhi kebutuhan regulasi, produk unggulan nasional, dan 

produk retail dalam negeri, tercapai 107.8%.   

 

2. Indikator Kinerja : Jumlah SNI yang ditetapkan  

Mengacu pada penetapan kinerja PPS tahun 2017, target penetapan SNI yang 

ingin dicapai adalah 500 SNI, dimana target masing ð masing bidang adalah 125 

SNI. Realisasi penetapan SNI pada tahun 2017 telah melebihi target yang 

ditetapkan, yaitu tercapai 539 SNI. Realisasi penetapan SNI pada tahun 2017 lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan realisasi penetapan SNI pada tahun 2016 yaitu  

sebanyak 490 SNI.  

 

 

SASARAN 

4 

Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan 

SNI 

 

Tabel III. 6 

Capaian Kinerja Sasaran IV 

Indikator Kinerja  

Capaian 2017  
Realisasi 

2016 

Peningkatan/ 

(Penurunan) dari 

realisasi tahun 

sebelumnya  
Target   Realiasi  

Capaian 

% 

Persentase hasil penelitian  
yang mendukung 
pengembangan SNI  

75  75% 100%  80% Penurunan dari 

realisasi  tahun 

2017 dibanding 

tahun 2016 

namun masih 

sesuai target 

2017 

Jumlah kajian/penelitian yang 
mendukung penilaian 
kesesuaian  

4 4 100%  1 Peningkatan 

dari realisasi  

tahun 2017 

dibanding tahun 

2016  
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Indikator Kinerja  

Capaian 2017  
Realisasi 

2016 

Peningkatan/ 

(Penurunan) dari 

realisasi tahun 

sebelumnya  
Target   Realiasi  

Capaian 

% 

Jumlah kajian/penelitian yang 
mendukung pengembangan 
Standar Nasional Satuan 
Ukuran (SNSU)  

2 2 100%  1 Capaian 2017 

sama dengan 

2016 

Jumlah hasil penelitian yang 
mendukung kepentingan 
Indonesia di forum TBT WTO  

4 4 100%  4 Capaian 2017 

sama dengan 

2016 

 

Indikator 1. Persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan SNI  

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya 

kapasitas dan kualitas pengembangan SNI  yaitu Jumlah penelitian untuk 

mendukung pengembangan SNI.  Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut 

sebesar 75%(11 Penelitian dari 14 Penelitian) . Kegiatan penelitian untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu:  

1. Pengembangan SNI Bidang Kemaritiman Pada Industri Perka palan di 

Indonesia  

2. Analisis Kesesuaian Standar Sistem Plambing Pada Bangunan Perumahan 

Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan  

3. Pengembangan Standar Usaha Wisata Selam Rekreasi  

4. Pengembangan Standardisasi Sistem Pompa Tenaga Surya sebagai 

Instalasi Penyu plai Air Berbasis Energi Terbarukan untuk Daerah Terpencil di 

Indonesia  

5. Kajian Penerapan ISO 37001 :2016 

6. Pemetaan Potensi Laboratorium Kalibrasi di Indonesia dalam rangka 

Penguatan Ketertelusuran Pengukuran di Indonesia  

7. Efektifitas Implementasi ASEAN Electrical and Electronic Mutual 

Recognition Arrangement  (ASEAN EE MRA)  

8. Penelitian Kandungan Mikotoksin (Aflatoksin dan Okratoksin) pada Produk 

Pala Indonesia terkait Standar yang Dikembangkan oleh CODEX 

Allimentarius dalam rangka Penguatan Posisi Indonesia  

9. Standardisasi Sistem Manajemen Baterai, Struktur dan Ukuran Baterai untuk 

Kendaraan Listrik  
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10. Penelitian dan Pengembangan SNI Perangkat Lunak Biometrik  

11. Pengembangan Standar Metode Pengujian Tingkat Kesegaran Ikan: Uji 

Myoglobin ; Pengembangan Standa r Teknik Insersi Inti Dalam Tubuh Mutiara  

Penurunan terjadi karena ada perbedaan jumlah penelitian yang di lakukan 

pada tahun 2016 anggaran  40% lebih besar ( Rp 5.134.800.000,00) dari anggaran 

tahun 2017 , jumlah penelitian pada tahun 201 6 sebanyak 17 penelitian.   

Pada tahun 2017 dengan anggaran  yang  lebih kecil yaitu sebesar Rp 

3.195.301.00 , jumlah penelitian sebanyak 14 penelitian lebih kecil dari Tahun 2016, 

namun selain itu Puslitbang melakukan pengukuran  4  outcome  BSN yaitu : 

1. Persentase pertumbuh an ekspor Produk Unggulan Nasional yang telah 

ber -SNI 

2. Persentase pertumbuhan produk ber -SNI di pasar retail dalam negeri  

3. Persentase Pertumbuhan Produk Unggulan Nasional yang telah ber -SNI 

4. Persentase SNI yang dimanfaatkan  

 

Indikator 2. Jumlah kajian/penelitian yang mendukung penilaian kesesuaian  

Jumlah kajian yang mendukung penilaian kesesuaian pada tahun 2017 

yaitu 4 (empat) penelitian melebihi target yang ditetapkan, yaitu:  

1. Kajian kelembagaan penerapan SNI ISO 37001:2016  

2. Analisis Kesesuaian Standar Sistem Plambing Pada Bangunan Perumahan 

Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan  

3. Pengembangan Standar Usaha Wisata Selam Rekreasi  

4. Efektifitas Implementasi ASEAN Electrical and Electronic Mutual 

Recognition  Arrangement  (ASEAN EE MRA)  

Pada tahun 2016 hanya dilakukan satu penelitian terkait penilaian kesesuaian, 

pada tahun 2017 terdapat 4 judul penelitian yang cakupan penelitiannya lebih 

luas membahas pengembangan standar sekaligus penilaian kesesuaiannya. 

Seperti pada penelitian Efektifitas Implementasi ASEAN Electrical and Electronic 

Mutual Recognition  Arrangement  (ASEAN EE MRA), Tujuan penelitian ini selain 
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untuk untuk mengetahui dan mengukur efektif itas implementasi perjanjian ASEAN 

EE MRA bagi Indonesia , juga melakukan analisis kesiapan SNI produk EE 

berdasarkan ASEAN Agreed Standar d , ketersediaan Lembaga Penilaian 

Kesesuaian ( LPK) terdaftar di ASEAN ( ASEAN listed CAB). 

Indikator 3. Jumlah kajian/penelitian yang mendukung pengembangan  Standar 

Nasional Satuan Ukuran (SNSU)  

Kajian yang mendukung pengembangan Standar Nasional Satuan Ukuran 

(SNSU) pada tahun 2017 1 (satu) penelitian , yaitu Pemetaan Potensi Laboratorium 

Kalibrasi di Indonesia dalam rangka Penguatan Ketertelusuran Pengukuran di 

Indonesia . 

Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemetaan ketertelusuran 

laboratorium kalibrasi untuk standar ditinjau dari sisi : 1)  Kepemilikan kelas 

massa (E0 s/d M3),  2) Polarisasi Ketertelusuran Lab. Kalibrasi se -Indonesia (Massa),  

3) Potensi Pengem -bangan  Lab. Kalibrasi untuk Ke tertelusuran,  4) Tingkat 

Pemahaman Lab. Kalibrasi dalam memilih Lab. Kalibrasi Ketertelusuran,  5) 

Masalah dan Hambatan yang dihadapi Lab. Kalibrasi  

Hasil studi menunjukan bahwa: 1)Peta kepemilikan kelas massa (E0 ð M3) 

didominasi meliputi Jakarta -Tangera ng, Bandung, Pontianak, Semarang, Medan, 

dan Sebagian Sulawesi, 2) Polarisasi Ketertelusuran standar massa se -Indonesia 

didominasi ke wilayah Bandung (537 standar), Tangerang (366 standar), Jakarta 

(154 standar), Bekasi (60 standar), Medan (28 standar), Ba njar Baru (20 standar), 

3) Pengembangan potensi lab. Kalibrasi massa meliputi: a) Pengembangan 

wilayah rintisan  yaitu potensi pengembangan Lab. Kalibrasi untuk Ketertelusuran 

yaitu: Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara, Bali, 

Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua, b) Pengembangan di wilayah 

yang tersedia Lab. Kalibrasi massa namun belum dimanfaatkan yaitu: Sumbar, 

Kep. Riau, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Kalimantan Tengah dan Sulawesi 

Selatan, c) Pengembangan optimalisasi  Lab.Kalibrasi massa yang tersedia 

namun belum dimanfaatkan yaitu: Pontianak (E1), Pekanbaru, Samarinda, 

Palembang, Palangkaraya, Banten, Cilegon, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, 
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Jatim (E2),Palembang, Samarinda, Palangkaraya, Gowa, Yogyakarta, Surakarta 

dan Semarang (F1), Padang, Palembang, Riau, Muara Enim, Pontianak, 

Samarinda, Bontang, Gowa, Makassar, Surakarta dan Semarang (F2), Jawa 

Barat, Surakarta dan Semarang (M1), Batam, Semarang dan Jawa Timur 

(M2),Medan dan Sidoarjo (M3). 4)Tingkat pemahaman Lab . Kalibrasi massa 

dalam memilih Lab Ketertelusuran cenderung mempertimbangkan terlebih 

dahulu berturut -turut sebagai berikut: 1. ruang lingkup 2. Batas kesalahan yang 

diperbolehkan ( Maximum Permisible Error ), 3. Ketidakpastian yang diperluas 

(Calibration a nd Measurement Capability ) dan 4. Pengalaman dengan alat ukur 

dan uji serupa (hasil uji banding), berikutnya mereka lebih mempertimbangkan 

biaya terlebih dahulu, lalu jarak tempuh dan yang terakhir adalah sudah 

mengenal persona penghubungnya.  

 

Indikator 4.  Jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di 

forum TBT WTO 

Jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum 

TBT WTO dan forum internasional lainnya di bidang standardisasi dan penilaian 

kesesuaian sebanya k 4 (empat)  penelitian , yaitu :  

1. Penelitian Kandungan Mikotoksin (Aflatoxin dan Okratoksin) pada Produk 

Lada Indonesia terkait Standar yang Dikembangkan oleh Codex 

Allimentarius dalam rangka Penguatan Posisi Indonesia .  

2. Efektifitas Implementasi ASEAN Electrical and El ectronic Mutual 

Recognition Arrangement  (ASEAN EE MRA)  

3. Strategi Mengatasi Regulasi Teknis Berbasis Standar pada Produk Ekspor 

Indonesia ke Uni Eropa  

4. Evaluasi Posisi Indonesia di Bidang Standardisasi Terkait  Indonesia ð 

Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement  (IACEPA)  

Target laporan penelitian pada tahun 2017 adalah 14 (empatbelas) 

laporan penelitian  dari  Puslitbang, untuk penelitian pada bidang PTO 10  (sepuluh)  
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penelitian dan pada bidang EKP 4  (empat)  penelitian.  Adapun 14 (empatbelas) 

penelitian tersebut adalah :  

1. Pengembangan SNI Bidang Kemaritiman Pada Industri Perkapalan di 

Indonesia  

2. Analisis Kesesuaian Standar Sistem Plambing Pada Bangunan Perumahan 

Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan  

3. Pengembangan Standar Usaha Wisata Selam R ekreasi  

4. Pengembangan Standardisasi Sistem Pompa Tenaga Surya sebagai 

Instalasi Penyuplai Air Berbasis Energi Terbarukan untuk Daerah Terpencil di 

Indonesia  

5. Kajian Penerapan ISO 37001 :2016 

6. Pemetaan Potensi Laboratorium Kalibrasi di Indonesia dalam rangka 

Penguatan Ketertelusuran Pengukuran di Indonesia  

7. Efektifitas Implementasi ASEAN Electrical and Electronic Mutual 

Recognition Arrangement  (ASEAN EE MRA)  

8. Penelitian Kandungan Mikotoksin ( Aflatoksin dan Okratoksin ) pada Produk 

Lada  Indonesia terkait Standar yang Dikembangkan oleh CODEX 

Allimentarius dalam rangka Penguatan Posisi Indonesia  

9. Standardisasi Sistem Manajemen Baterai, Struktur dan Ukuran Baterai untuk 

Kendaraan Listrik  

10. Penelitian dan Pengembangan SNI Perangkat Lunak Biomet rik 

11. Pengembangan Standar Metode Pengujian Tingkat Kesegaran Ikan: Uji 

Myoglobin ; Pengembangan Standar Teknik Insersi Inti Dalam Tubuh Mutiara  

12. Strategi Mengatasi Regulasi Teknis Berbasis Standar pada Produk Ekspor 

Indonesia ke Uni Eropa  

13. Evaluasi Posisi Indonesia di Bidang Standardisasi Terkait  Indonesia ð 

Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement  (IACEPA)  

14. Kajian Awal :  

a.  Pertumbuhan produk retail ð ber SNI 

b.  Pertumbuhan nilai ekspor P roduk Unggulan Nasional  ber SNI 
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Pada tahun 2016 jumlah kegiatan penelitian signifikan meningkat yaitu dari 

5 penelitian pada tahun 2014, 6 penelitian pada tahun 2015, dan menjadi 1 7 

pada tahun 2016 . Hal tersebut karena peningkatan alokasi anggaran penelitian 

yaitu dari Rp 1.780.909.000,00 pada tahun 2014, Rp. 2.134.800.000,00 pada tahun 

2015 menjadi Rp 5.134.800.000,00 pada tahun 2016 . Pada tahun 2017 dengan 

anggaran lebih kecil sebesar Rp 3.195.301.00 . Beberapa Indikator Kinerja (IK) 

tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan IK pada tahun 2016 dan 

beberapa mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, namun masih sesuai 

dengan target yang ditetapkan.  

Walaupun capaian target te rpenuhi  namun dalam melaksanakan 

penelitian mengalami beberapa permasalahan yaitu  

1. Puslitbang  diminta untuk responsif melakukan kajian untuk menjawab isu 

aktual, di luar perencanaan penelitian sebelumnya, kurangnya SDM peneliti 

dan komunikasi internal menjadi hambatan , untuk itu perlu ditingkatkan 

koordinasi, komunikasi dan interaksi antara Puslit bang dengan Pusat terkait di 

BSN untuk menjaring isu aktual dan kebutuhan penelitian.  

2. Kualitas dan kuantitas SDM peneliti sampai saat ini belum cukup untuk 

mendukung pelaksanaan program penelitian dan pengembangan di bidang 

standardisasi. Jumlah ideal SDM peneliti BSN mencapai 50 orang dan memiliki 

banyak peneliti senior (Peneliti Utama dan Peneliti Madya) bidang 

standardisasi. Saat ini peneliti senior yang aktif di Puslitbang hanya 4 orang 

peneliti.  

3. Puslitbang belum optimal dalam memanfaatkan jejaring kerj asama penelitian 

dan pengembangan di bidang standardisasi dengan institusi terkait di dalam 

dan luar negeri.  

4. Evaluasi hasil penelitian yang telah dimanfaatkan oleh stakeholder perlu 

ditingkatkan  
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SASARAN 

5 
Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK  

 

Tabel III. 5 

Capaian Kinerja Sasaran II 

Indikator Kinerja  

Capaian 2017  
Realisasi 

2016 

Peningkatan

/ 

(Penurunan) 

dari realisasi 

tahun 

sebelumnya  

Target   Realiasi  
Capaia

n % 

Persentase rekomendasi hasil 

kerjasama standardisasi yang 

mendukung pengembangan SNI 

75 75 100 % -  

Persentase penanganan 

permintaan notifikasi dan inquiry 

dalam rangka memenuhi 

perjanjian TBT WTO 

10 10 100 % -  

 

1. Indikator Kinerja : Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi 

yang mendukung pengembangan SNI  

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kualitas 

kerjasama bidang SPK yang disepakati di tingkat Nasional  pada tahun 2017 

Deputi PKS telah melakukan Kegiatan Kerjasama baik ditingkat Na sional , Bilateral, 

regional maupun internasional, ditingkat Nasional Pada tahun 2017 Bidang 

kerjasama standrdisasi dalam negeri telah melakukan pengembangan 

kerjasama standardisasi dengan beberapa Instansi, lembaga/Kementerian dan 

Perguruan Tinggi, dimana capaia n kinerja meningkat dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya antara lain dengan:  

1. Universitas Lambung Mangkurat 

2. Universitas Indraprasta PGRI 

3. Universitas Islam Malang 

4. Universitas Tanjung Pura 

5. Universitas Syiah Kuala 
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6. Universitas Nasional 

7. Universitas Muhammadiyah Kupang 

8. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 

9. PT. Kereta Api Indonesia (KAI) 

10. MoU BNSP, BIG dan KAN 

11. Badan Narkotika Nasional (BNN) 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya 

kualitas kerjasama bidang SPK yang disepakati di forum Multilateral dan 

internasional ditetapkan melalui  realisasi rencana program kerjanya berupa 

dukungan dan atau tuan rumah penyelenggaan Plenary Meeting ISO/TC 296 

Bamboo and Rattan, ISO/TC 176 Quality Management and Assurance, ISO/TC 130 

Graphic Technology dan Seminar IECEx. Selain sebagai wujud tindak lanjut dan 

implementasi kesepakatan  Indonesia pada ISO/TC terkait , Program atau 

kegiatan ini  juga dimaksudkan untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi 

pemangku kepentingan nasional untuk dapat berpartisipasi dalam 

pengembangan standar internasional. Melalui kegiatan ini Indonesia dapat 

melibatkan lebih banyak pakar ð pakar nasional yang leb ih banyak , sehingga 

kepentingan Indonesia terhadap substansi standar yang dikembangkan dapat 

terakomodir.  
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Gambar 3.1. Penyelenggaraan The 2nd Plenary Meeting of ISO/TC 296, 22 ɀ 24 Agustus 

2017 Jakarta, Indonesia 

 

 

Gambar 3.2. Penyelenggaraan The 33rd Plenary Meeting of ISO/TC 176, 11 ɀ 15 September 

2017 Bali, Indonesia 
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Gambar 3.3. Penyelenggaraan The 31 st Plenary Meeting of ISO/TC 130, 4 ð 9 Desember 

2017 Surakarta, Indonesia  

 

Á Di bidang kelistrikan, pada tahun 201 7 Indonesia menyelenggarakan seminar  

International Electrotechnical Commission System for Certification to Standards 

Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres (IECEx System) dan 

IEC/TC 31 òEquipment for explosive atmospheresó  dengan pembicara dari 

perwakilan dari IEC APRC -  Mr. Dennis Chew dan representative dari industry 

yang bergerak pada instrument untuk sistem explosive atmostpahere  ð Phoenix 

Contact. Kegiatan  yang dihadiri oleh sekitar 80 peserta ini dimanfaatkan 

sebagai moment pertemuan dan ajang diskusi dengan stakeholde r terkait  

lingkungan yang memungkinkan meningkatnya risiko bahaya kebakaran atau 

ledakan .  

Á Salah satu syarat anggota International Electrotechnical Committee (IEC) 

adalah membentuk Komite Nasional.  BSN sebagai lembaga yang bertanggung 

jawab dalam pembinaa n standardisasi membentuk Komite Nasional untuk IEC 

(KOMNAS IEC) Indonesia yang beranggotakan wakil -wakil dari para pemangku 

kepentingan terkait.  Pa da tahun 2017  KOMNAS IEC telah melaksanakan dua 
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kali pertemuan tahunan yang membahas kebijakan nasional di bidang 

kelistrikan dan partisipasi aktif stakeholders Indonesia dalam kegiatan 

standardisasi IEC.  

Terlaksananya kegiatan ð kegiatan  diatas dengan sukses, menjadi parameter 

penilaian tercapainya target untuk indikat or (8) sasaran (4) dengan persentase 

realisasi 100 %.  

 

2. Indikator Kinerja: Persentase penanganan permintaan notifikasi dan inquiry 

dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO  

Indikator Persentase penanganan permintaan notifikasi dan inquiry dalam 

rangka memenuhi perjanjian TBT WTO  tercapai 100% melalui penguatan posisi 

Indonesia dalam  forum TBT WTO dilaksanakan tiga kali sidang  dalam satu tahun  

di kantor WTO. Dalam sidang tersebut diperjuangkan kepentingan Indonesia 

untuk isu defensif dan isu ofensif. Untuk isu defensif pada tahun 2017 mencakup 

regulasi jaminan produk halal, pengaturan TKDN ( tingkat komponen dalam 

negeri), informasi pada produk makanan terkait kandungan garam,gula dan 

lemak, dan SNI mainan anak. Sedangkan untuk isu ofensif guna memfasilitasi 

perdagangan produk ekspor adalah terka it EU tobacco sale regulation, 

maksimum residu limit MRL anthraquinone di  teh, importir biscuit (swiss), sertifikasi 

kapten kapal dan seafood import labelling. Posisi Indonesia disampaikan dalam 

sidang TBT WTO yang diselenggarakan pada bulan Maret, Juni da n November di 

Jenewa. Selain menyampaikan posisi dalam kegiatan tersebut juga dilakukan 

pertemuan informal untuk negosiasi dengan negara lain anggota WTO untuk 

menyampaikan kepentingan Indonesia untuk menghindari spesifi c  trade 

concern (STC) yang pada akhi rnya dapat menyebabkan dispute. Sejauh ini yang 

diangkat dalam isu STC adalah pemberlakuan SNI mainan anak dan regulasi 

produk halal. Indonesia memerlukan posisi yang kuat untuk tahun 2018 terkait 

pemberlakuan SNI mainan anak khususnya terkait dengan freku ensi 

pengambilan contoh yang berbeda antara produk impor dan produk dalam 

negeri, sehingga diperlukan data bahwa produksi dalam negeri dalam jangka 

waktu tertentu memiliki volume yang sama dengan   satu kali impor produk  
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sehingga mewakili frekuensi pengam bilan contoh. Sedangkan untuk halal 

mengingat masih dalam pembahasn internal diperlukan dukungan semua pihak 

untuk  menetapkan prioritas lingkup produk yang diberlakukan dalam regulasi 

halal serta menetapkan skema sertifikasi halal yang sejauh mungkin sela ras dan 

ekivalen dengan sistem halal internasional.  

Semua isu defensif dan ofensif tersebut dibahas dengan kementerian 

terkait dan membahas scientific evidence (bukti ilmiah) yang cukup dalam 

mempertahankan posisi Indonesia. Namun demikian penyediaan scien tific 

evidence membutuhkan dukungan sumberdaya baik dalam hal kompetensi 

personel maupun infrastruktur penilaian kesesuaian (laboratorium) dan kerjasama 

dengan lembaga riset atau universitas terkait. Oleh karenanya Komite Nasional 

dibentuk untuk memperkuat  dalam penetapan kebija kan dan koordinasi antar 

instan si pemerintah guna sinkronisasi kegiatan dan sumberdaya dalam 

mendukung kepentingan Indonesia.   

Capaian tahun ini sama dengan tahun 2016 yaitu 100%  mengingat kita 

selalu berpartisipasi memperjuangkan kepentingan Indonesia baik dalam sidang 

informal maupun negosiasi informal yang dilakukan tiga kali dalam setahun.  

Yang membedakan adalah isu yang dibahas walaupun masih ada beberapa isu 

yang sama seperti halal dan mainan  anak mengingat Indones ia merupaka n 

pasar terbesar baik untuk produk halal maupun mainan anak.  
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SASARAN 

6 

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber 
daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PKS yang 
profesional  

 

Tabel III. 6 

Capaian Kinerja Sasaran II 

Indikator Kinerja  

Capaian 2017  
Realisasi 

2016 

Peningkatan/ 

(Penurunan) dari 

realisasi tahun 

sebelumnya  
Target   Realiasi  

Capaian 

% 

Persentase Aparatur Sipil 
Negara (ASN) Deputi PKS yang 
meningkat kompetensinya  

100  100 100 90 Kenaikan dari 

tahun 

sebeumnya 

Realisasi anggaran Deputi PKS  >95  97 100 84,95 Kenaikan dari 

tahun 

sebelumnya 

Persentase implementasi RB 
BSN sesuai dengan tugas dan 
fungsi lingkup Deputi PKS  

75  100 100 100% Realisasi tahun 

2017 melebihi 

target. 

 

 

Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan 

berdasarkan sasaran 6 yaitu   

1. Terlaksananya peningkatan kompetensi  personel dep PKS sesuai dengan 

perencanaan peningkatan kompetensi baik melalui pendidikan, 

pelatihan, seminar dan worshop  

2. Realisasi anggaran Deputi PKS mellebihi target yaitu 97% dan mengalami 

peningkatan signifikan dari realisasi anggaran tahun 2016  

3. Implemantasi RB telah sepenuhnya dilakukan yaitu:  

a.  Tindak lanjut hasil pengawasan internal dari inspektorat telah 100% 

ditindaklanjuti . 

b.  Hasil audit eksternal SMM 100% telah ditindaklanjuti . 

c.  Penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).  
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III.2  REALISASI ANGGARAN   

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA -084.01.1.613104/2017 tanggal 7 

Desember 2016,  pagu anggaran Deputi Penelitian dan Kerjasama Standardisasi 

adalah sebesar Rp. 17.200.015.000 dan realisasi anggaran Deputi PKS TA 2017 

adalah sebesar Rp. 16.743.300.168 atau seb esar 97.43%.  

Pagu dan realisasi anggaran Deputi PKS  TA 2017 per kegiatan dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini.  

Tabel III. 1 

Pagu dan Realisasi Anggaran  

Deputi Bidang Penelitian dan  Kerjasama Standardisasi  Tahun  2017  

Dalam rupiah  

Kode  Output/Komponen  
2017 

% 
Pagu  Realisasi 

3557 Kerjasama Standardisasi  Rp. 6.069.666.000 Rp. 5.971.478.615 98.38 % 

3559 

 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Standardisasi  

Rp. 3.195.301.000 Rp. 3.088.433.164 96.66% 

3560 Perumusan Standar  Rp. 7.935.048.000 Rp 7.698.059.393 97,01%. 

     

 Jumlah  Rp. 17.200.015.000 Rp. 16.757.971.172 97.43% 

 

Dari seluruh hasil capaian kinerja sasaran tersebut di atas, tetap diperlukan upaya 

untuk meningkatkan kinerja Deputi PKS di masa mendatang  terutama dalam hal 

memenuhi kinerja sesuai Renstra BSN 2015-2019.  
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BAB IV              PENUTUP 

 

 

aporan Kinerja Deputi PKS Tahun 2017 menyajikan 

pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Deputi PKS Tahun 2017 

dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran BSN. 

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Deputi PKS 

Tahun 2017, sebagian besar kinerja kegiatan t elah terlaksana sesuai perjanjian  

kinerja dan indikator kinerja Deputi PKS.  

Sasaran kinerja Deputi PKS yang utama adalah Meningkatnya penerapan SNI 

oleh pemangku kepentingan  dengan menghasilkan jumlah SNI yang ditetapkan  

dengan memperhatikan perkembangan perumusan standar Internasional serta 

dengan didukung oleh hasil Penelitian atas kebutuhan SNI dan dampak 

implementasi SNI. Capaian kinerja tahun 201 7 Deputi PKS secara umum dapat 

diwujudkan sesuai yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja 

Deptui PKS 2017.  

Capaian kinerja Deputi PKS dari  internal process perspecstives  dengan 

sasaran Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI indicator 

kinerja Jumlah SNI yang ditetapkan yaitu 539 SNI dari target 500 SNI.  Dari sasaran 

Meningkatnya kualitas penelitian bidang SPK dengan indikator : Persentase hasil 

penelitian yan g mendukung pengembangan SNI tercapai realisasi 75% dari 

target 75%, dari indikator Jumlah kajian/penelitian yang mendukung penilaian 

kesesuaian adalah 4 (empat) dari target 4 (empat) penelitian(100%) , Indikator 

Jumlah kajian/penelitian yang mendukung peng embangan Standar Nasional 

Satuan Ukuran (SNSU) adalah 2 (dua) dari target 2 (dua) penelitian (100%) dan 

Indikator Jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di 

forum TBT WTO adalah 4 (empat) dari 4 (empat) target penelitian (100%) . 

Sedang kan dari sasaran Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK  dengan 

indikator Persentase penanganan permintaan notifikasi dan inquiry dalam rangka 

memenuhi perjanjian TBT WTO  adalah 100 % dari target 100%.  

L 
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.  

Capaian kinerja Deputi PKS dari segi perspektif pembelajaran (Learning 

and Growth Perspectives) dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu persentase 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan capaian 100 % ASN dari target 100%  ASN 

(90%), dan dengan realisasi anggara n sebesar Rp. 16.743.300.168,-   dari Pagu Rp. 

17.200.015.000,-   atau 97.43 %. 

Untuk memperbaiki kinerja substansi Deputi PKS pada tahun -tahun yang 

akan datang, perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya: Perlu dilakukan 

penguatan koordinasi dengan Komtek/SubKomtek yang berada di Kementerian 

dan Lembaga untuk memastikan proses perumusan SNI yang taat asas sesuai 

ketentuan Perka BSN dan mencapai tujuan yang ditargetkan Kegiatan 

kerjasama standardisasi perlu difokuskan pada standardisasi produk potensi al 

Indonesia dan untuk kegiatan kerjasama internasional yang sifat 

implementasinya mengikat pemerintah Indonesia . Penelitian di bidang 

standardisasi perlu difokuskan pada arah kebijakan nasional, kebijakan BSN dan 

sektor prioritas yang ditetapkan dan difok uskan pada penelitian pengembangan 

standardisasi, dengan perbaikan pada penganggaran penelitian yang tetap 

(tidak terganggu kebijakan pemotongan anggaran).   
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